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KEPUTUSAN %UPATI BOJONEGORO
NOMOR 188/ - ?*‘}/KEPI412 01372022

TENTA‘N G

TIM PENDUKUNG PENY ELENGGARAAN PEMILU
DAN PEMAN’I‘,&UAN PERKEMBANGAN POLITIK

Menimbang

“Mengingat

D1 KABUPATEN BOJONEGORO
- BUPATI BQJONEGORO,

bahwa berdésarkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri - Nomor 61
Tahun 201 1 tentang - Pedoman - Pemantauan

Pelaporan dan Evaluasi Perkembangam POlltlk di |
‘Daerah yang pada pokoknya .' menyatakan _
“Gubernur duan Bupati/walikota dapat membentuk i

Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah |
yang ditetapkan  dengan Keputusan Kepala-
Daerah®; ' :

bahwa untuk mengetahui perkcmba'ngaﬁ- ﬁolitik_ di
Daerah dan menciptakan sta_bilitas 3 f:pol_itik : ._
pemerintahan yang kondusif di Daerah" ‘periu NN
melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluas1 | £
. situasi pohtlk secara _ tertib, - terkoord1nas1 dan_

berkesmambungan

bahwa berdasarkan pertimbangan Séb_agaimana- .
dimaksud . . dalam :_huruf a, perlu menefapkan =
Keputusan Bupati tentang ’I‘lm Pendukung :

Penyelenggaraan ©  Pemilu- dan Pemantauan
Perkembangan Politik di Kabupaten Bo_]onegoro,

. 'Undang—Undang ‘Nomor. 12 Tahun’ | '1950 'té'ntang_f' R
Pembentukan . Daerah-Daerah Kabupaten/ Kota._'
dalam  Lingkungan Provinsi -~ Jawa T1mur__.__'- _

sebagalmana telah diubah- dengan Undang Undang; __ S

Nomor 2 Tahun 1965;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun - 1999 tentang_-'_-g:__j___ |
.Penyelenggaraan Negara yang. Ber31h dan Bebas-:_ .

~dari Korupm, Kolus1 dan Nepotlsme, e




: Sebagalmana telah d1ubah beberapa kah terakhuﬂ;;'?.f.':ff- oot
| 10.
11.
12,

13,
. tentang Pemilihan Pengesahan Pengangk:atan dan_ B

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun_2003 ‘tentang %

Keuangan Negara; _
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab_
Keuangan Negara; '
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota: Dewan ._Pérwakﬂan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah; | .

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang-.f-.:.f--'-
Partai Politik; : -
Undang-Undang Nomor 12 Tahun' 2011 tentang St
_ Pembentukan " Peraturan Perundang undangan _-:_;:'

___;'_dengan Undang—Undang Nomor 13 Tahun 2022
. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 201 1 tentang

Penyelenggara Pem111han Umum,

-Undang-Undang Nomor 23 Tahuh 2014 tentang:: _
Pemerintahan Daerah sebaga1mana telah dlubah : '_:35:__' ;
‘beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang_

Nomor 1 Tahun 2022; .
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang.'-
Administrasi Pemenntahan sebagaumana “telah "
dlubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun-'
2020;

Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang___'_;'_:_'.';__;___Z-'1_3:
Hubungan Keuangan Antara Pemermtah Pusat dan o
_ Pemermtahan Daerah; ' o ' i

Peraturan Pemenntah Nomor - 6 Tahun 2005 s -

Pemberhenuan Kepala ‘Daerah dan Wa.kll Kepa.la : S
Daerah sebagalmana telah . chubah beberapa kah e R
terkhir dengan Peraturan - Pemermtah Nomor 78

Tahun 2012

Peraturan Pemcrmtah Nomor 55 Tahun 2005_ a
tentang Dana’ Penmbangan o :




Menetapkan

KESATU

| Bupatl ini.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan
dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80.Tahun -
2015 tentang Pembentukan Produk = Hukum
Dacrah  sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 120 Tahun
2018;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun - _i

2020 tentang Pedoman Teknis Pen’gelolaan' '
Keuangan Daerah; A
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13

Tahun 2016 tentang Pembentukan'. da'n' Susunan 3; ' .'
P efahgk'at Daerah Kabupaten Bo;onegoro____. Pl
-sebagmmana telah: dlubah bebera.pa kah, terakhlr'f

dengan Peraturan ‘Daerah Kabupaten Boh]onegoro" o
Nomor 8 Tahun 2021; '

21. Peraturan Bupati Bo_]onegoro Nomor 95 Tahun'-- i
2021 tentang Kedudukan Susunan Orgamsam RS R

Uraian Tugas . dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan__

Kesatuan = Bangsa. dan Pol1t_1k ~ Kabupaten .= -

‘Bojonegoro;
MEMUTUSKAN :
Keputusan Bupati tentang Tim Pendukung'

Penyelenggaraan -~ Pemilu dan Pemantauan =
:Perkembangan Politik di Kabupaten Bo_]onegoro

: Tim Pendukung Penyelenggaraan - Pemilu __'d__an

Pemantauan Perkembangan Politik di - Kabupatén

Bojonegoro dengan ~susunan . keanggotaan . ::
sebagaimana tercantum - dalam Lamp1ran yang"._ S
merupakan bagian tidak terp1sahkan darl Keputusan S




KeDUA

' KETIGA

. 'KEEMPAT

» Tim Pendukung Penyelenggaraah Pe‘m’ilil' dan

___Pemantauan Perkembangan  Politik sebagalmana :: : L

-dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyal tugas
a. melaksanakan sosialisasi peiaigsanaan pemﬂlhan‘j |
. umum; ' o :
b. | memfamhtam kelancaran penyelcnggaraan Pemllu

- C. meng1nventar1sas1 dan - menganumpam terjadmya

suatu permasalahan yang bisa - memunculkan _'.ﬁ:

- konflik di masyarakat dalam pelaksanaan pemllu
- yang akan dilaksanakan; |
- d. melakukan - koordinasi dengan instansi terkait _

lembaga - masyarakat guna. mengembangkan_ - .
~kehidupan ~demokrasi- di Daerah, . khususnya
- meningkatkan - partisipasi masyarakat dalam_]'_.-_

_ -menyelenggarakan hak pilih; dan - _ =
e melaporkan hasﬂ pelaksanaan keglatan Kepada-__-..-_., e
. Bupati melalui Sekretarls Daerah S
: -_Segala b1aya yang tlmbul scbagal aklbat darl:"

--‘pelaksanaan o keglatan S Time Pendukungf:f_'.-' :

| -'_-Penyelenggaraan ~ Pemilu . dan Pemantauanf"; g
:Perkembangan Politik di- Kabupaten BOJOnegom
o d1bebankan pada. Anggaran Pendapatan dan BelanJ a Ll

" Daerah Kabupaten Bc}}onegoro

'ditetapkan '

.D1tetapkan d1 Bo_lonegoro
- pada tanggal V2O

 BUPATI ;mqpmqqu,{:;____-_._ e

' Tembusan Keputusan Bupati ini dxsampmkan ' _ ANNAMU’AWANAH R

Yth. 1.

omh LN

_Sdr-.

kepada:

Direktorat 'J enderal Pohtak dan

. Pemerintahan Umum di Jakarta;

. Sdr.
. Sdr.
.Sdr.,
. 8dr. .
~8dr, -

Guibernur Jawa Timur-di Surabaya,

-Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
Bakorwil PP Boj Onegoro;

Inspektur Kab. Bojonegoro; dan '

'Anggota Tirm Pendukung yang bersangkutan o .

2 -Keputusan Bupati 1n1 mulau berlaku pada tanggal R




 LAMPIRAN

. KEPUTUSAN BUPAT] BOJONEGORO -

- NOMOR :'188/ /KEP/412 013/2022
TANGGAL - '

=0 dUL‘i Rae-y

TIM PENDUKUNG ?ENYELENGGARAAN PEMILU
DAN. PEMANTAUAN I’ERKEMBANGAN POLITIK
R ) | KABUPATEN BOJONEGORO

JABATAN

E b. Seks1 Pubhkam .

1e. -_Séks_i :-KeSehat'an'

| d. Seksi

. _-Pengumpulan

|- . Data:

| 4) Kepala Seksi

2) Kepala -

| no- ABA JABATAN
- -- DALAM TIM DALAM KEDINASAN
1] 2 3
1. | Pembina - Bupati Bojonegoro. : :
2. Pengarah Asisten = Pemerintahan dan Kesejahteraan
: Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro. .
3. | Ketua Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtlk L
' | Kabupaten Bojonegoro.
4. /| Sekretaris Sekretaris - Badan Kesatuan Bangsa dan
' o -Pol1t1k Kabupaten BOJonegoro
5. | Anggota : e
|a. Seksi - Deteksi '1] Kepala Satpol PP Kabupaten Bojonegoro; -
Dini dan | 2) Kepala = Satuan Intelkam -
' Keamanan : - Bojonegoro; -
| ) 3) Perwira Seksi Intel Kodim .
Bojonegoro;

‘Bojonegoro; dan

1 5) Kepala B1dang Ketahanan Nasmnal dan
~Badan |
* Kesatuan  Bangsa dani’ Pehtlk Kabupaten Sk R

o _Penanganan Konﬂ1k pada

‘Bojonegoro.

1) Kepala Bidang Pengelolaan Informa31 dan | = .
| ‘Dinas|
~ Komunikasi dan Inforrnat1ka Kabupaten S

‘Komunikasi  Publik -

pada. .
:BOJonegoro, dan o
Bz_dang . Ideologl Wawas’an :
Kebangsaan ‘dan Ketahanan Ekonoxm '
- Sosial, Budaya,

Bojonegoro.:

| Kepala - Bidang Pelayanan Kesehatan pada -
| Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. |

1} Camat se- Kabupaten: BO_]OI‘ICgOI"O, dan

1.2} -Kepala Bldang Politik ' Dalam  Negeri - daﬁ S
* Ormas pada Badan Kesatuan Bangsa dan B R

Politik Kabupaten Bajonegoro o

 BUPATI BOJ;OKEGGRO,?; -

" Polres I
08'1'3 e

Intel Kejaksaan Negeri

Agama pada Badan’ e
Kesatuan . Bangsa dan’ P011t1k Kabupaten R



